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ABSTRAK
Nama : NUR. IKSAN
NIM : 10500112074
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Peran Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi  Kasus PN Sungguminasa )
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Tindak Pidana
Penganiayaan ( Studi Kasus PN Sungguminasa ). Hal ini dilatarbelakangi oleh
pentingnya penentuan dan peran seseorang dalam suatu tindak pidana penganiayaan
yang sering terjadi dalam realitas masyarakat.
Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui atauran hukum dan
perundang- undangan terhadap peran visum visum et revertum dalam upaya
pembuktian tindak pidana penganiayaan. 2). Untuk mengetahui pandagan islam
terhadap peran visum et revertum dalam upaya pembuktian tindak pidana
penganiayaan. 3). Untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap peranan
visum et revertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di PN
Sungguminasa.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan
metodelogi yaitu: 1) Wawancara dengan Para hakim yang menangani perkara yang
diuraikan dalam latar belakang . 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis
data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif.
Meskipun tidak mutlat harus ada visum et revertum dalam pembuktian
perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya
visum et revertum itu tetap harus ada, khusnya tindak pidana yang objeknya adalah
tubuh manusia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa
dalam menentukan seberapa jauh peran setiap orang dalam tindak pidana
penganiayaan sangat bersifat aktif. Hakim bersifat aktif dalam menggali kebenaran
setiap unsur dalam tindak pidana penganiayaan di persidangan. Hal ini sangat
penting, sehingga pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan
sesuai dengan perbuatannya.
Musyawarah dalam mengambil putusan, hakim menggali nilai-nilai adat dan
kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu putusan PN
Sungguminasa merupakan hasil paduan dari materil undang-undang hukum pidana
serta budaya adat  yang berkembang dalam masyarakat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu kenyataan dalam kehidupan adalah bahwa manusia menurut kodratnya,
di mana saja dan kapan saja dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup
bersama-bersama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung berkumpul
dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, manusia sebagai individu berkumpul
dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.1
Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak
mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam,
sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat.
Hal ini lazim disebut sebagai kaidah-kaidah sosial seperti kaidah hukum. Secara
yuridis kaidah hukum disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada pasal 1
ayat 3” Negara Indonesia Adalah Negara hukum “ yang memberikan amanat bahwa
setiap manusia Indonesia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa
memandang  jenis kelamin, ras, agama dan status sosial seseorang, atau yang lebih
dikenal dengan istlah aqualiti before the law.2
Demi mewujudkan negara hukum serta tertib hukum guna mencapai tujuan
negara Republik Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
pancasila, tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan  yang beragam di dalam
kehidupan masyarakat.
1 Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara
Pidana ( Cet. I; Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010), h. 3.
2 http:Pandangan Pakar Hukum.co.diakses pada tanggal 11 Januari  2016
2Suatu aturan merupakan sinonim dari sebuah rambu-rambu berupa batasan-
batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan
bertingkah laku dalam rangka mencapai kebutuhannya. Salah satu aturan yang
mengikat dan mengatur perilaku masyarakat, yakni kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP).
Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk
mengisi kekosongan, hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia dengan dasar
Pasal II aturan peralihan UUD 1945.
Sistematika dalam KUHP terbagi menjad 3 bagian yakni : buku I perihal
ketentuan umum (pasal 1 sampai dengan pasal 103 ), buku II perihal tindak pidana
kejahatan (pasal 104 sampai dengan pasal 488 ) dan buku 3 perihal pelanggaran
(pasal 489 sampai dengan pasal 569 ). Aturan yang tertuang dalam KUHP sendiri
merupakan konsep hukum materil. Secara umum, KUHP telah mengadakan dasar-
dasar atau aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan oleh anggota masyarakat, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau
sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang  melanggar larangan tersebut.
Hukum pidana juga Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah dicantumkan. Bukan hanya itu pidana pun Menentukan
dengan cara bagaimana pengenaan sanksi tersebut. Hal ini merupakan perwujudan
konsep bahwa hukum pidana adalah hukum materil sementara hukum formilnya
tertuang dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981.3
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana
( KUHP).
3Dalam penegakan sanksi, tentu tidak terlepas dari ketelitan sang penegak
hukum selama proses peradilan, demi mewujudkan suatu asas presumption of
innocent atau praduga tak bersalah. Hal ini berarti setiap orang wajib diduga tidak
bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini,
bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak
dinyatakan tidak bersalah sebelum putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.
Sebagaimana Penjelasan umum 3c KUHAP, Setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum
ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan bersifat hukum tetap.4
Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pentingnya ketelitian sang penegak hukum di
dalam proses peradilan.
Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum
kita adalah  tindak pidana kejahatan. Hakikinya kejahatan merupakan hal abadi dalam
kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan
tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Dalam sitematika KUHP
sendiri, hal ini  diatur dalam buku ke 2. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah
tindakan pidana penganiayaan.
KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang
” Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian
dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Delik
penganiayaan tercantum Dalam KUHP pasal 351 ayat 4, yang termasuk dalam
4 Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara
Pidana , h. 58.
4pengertian penganiyaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan
dengan tubuh manusia. Menurut pendapat pakar hukum pidana Mr. M.H.
Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : “Menganiayaan
ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu
perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap
sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan
badan”.
Salah satu tindakan penganiayaan yang menjadi bahan kritisi bagi kita
terhadap kinerja lembaga peradilan ,dapat kita lihat dari kasus berikut.
Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam
08.00 WITA bertempat di Kp. Lebong, Dsn. Bontoloe, Ds. Lonjoboko, Kec.
Parangloe, Kab.Gowa.ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG. KUSI bertemu dengan
DG.Nya’la Bin Mere kemudian bertengkar mulut mengenai ayam peliharaannya yang
hilang. Keduanya berkelahi di tempat tersebut. Sekitar dua jam kemudian, anak dan
istri dari Dg.Nya’la Bin Mere yakni SUDIRMAN alias FIRMAN  dan DG. SURI tiba
di tempat kejadian.5
Keduanya ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG. KUSI dan DG.Nya’la Bin
Mere mengalami luka-luka.Dg.Nya’la Bin Mere mengalami luka bekas batu di bagian
dahi dan pelipis. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan PUSKESMAS setempat.
5 Iksan, ( Wawancara oleh Rahman Anggota LSM  Contak Gowa ) Selaku yang  Menangani
Kasus Penganiayaan (Sungguminasa, 1 Mei 2015).
5Berdasarkan keterangan dari salah satu angggota LSM Gowa yang menangani
kasus tersebut mengatakan bahwa mulai dari proses penyidikan di kepolisian, hingga
masuk ke persidangan justru Dg.Nya’la Bin Mere yang dijadikan sebagai terdakwa.
Dari kasus tersebut lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus
tersebut adalah PN Sungguminasa yang secara teritorial berada di Kabupaten Gowa.
Pengadilan negeri Sungguminasa yang merupakan representasi utama wajah
penegakan hukum di kabupaten Gowa, dituntut untuk mampu melahirkan putusan
yang adil serta tidak mengenyampingkan pembuktian di  persidangan, diantanya
Perihal Visum ET Revertum.
Di sisi lain, hakim seharusnya membuka mata lebar-lebar bahwa umumnya
masyarakat di kabupaten Gowa, mayoritas pemeluk Islam, sehingga hal itu harus
menjadi pertimbangan tersediri baginya dalam menetapkan suatu putusan. Dalam
agama Islam, seseorang dilarang melakukan hal yang dapat menyakiti apalagi
menghilangkan nyawa orang lain. Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 58.
                            

Terjemahnya :
Dan orang yang menyakti orang-orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka
perbuat ,maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang
nyata (QS al-Ahzab/33: 58).6
Akibat dari perbuatan ini yakni seseorang akan mendapat dosa dari Allah Swt.
Selain itu tindakan kekerasan  yang dilakukan oleh kebanyakan orang  dengan
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. .37.
6melakukan penganiayaan baik berupa tindakan fisik maupun perkataan kasar dalam
Islam biasanya disebut juga dengan kedzaliman.
Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis,
tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan,
melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak adilan dan
banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada
dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan
akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan
kebaikan.
Di samping itu dalam pasal 50 ayat (1) UUNo. 48 TAHUN 2009 Tentang
kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “ Putusan pengadilan selain harus memuat
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili.”7 Hal ini menandakan bahwa hakim harus betul-betul berpatokan
pada peraturan hukum yang ada. Selain pasal di atas, diatur pula terkait asas praduga
tak bersalah dalam peradilan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1)
menyatakan bahwa: “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.”8
Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi alasan bagi penyusun untuk meneliti
tentang bagaimana peranan visum et revertum dalam kasus perbuatan penganiayaan
7 Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8 Pasal 8  ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7serta proses pelaksanaan pemidanaan terhadap kasus Tindak Pidana Penganiayaan di
PN Sungguminasa Yang dirumuskan dengan judul PERANAN VISUM ET
REVERTUM DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ( STUDI KASUS DI PN SUNGGUMINASA)
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam Penelitan ini, yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai aturan
hukum terhadap perbuatan Penganiayaan serta proses pelaksanaan pemidanaan
terhadap kasus penganiayaan di PN Sungguminasa.
C. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan terhadap peranan
visum et revertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap peranan visum et revertum dalam
upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan peran visum et revertum dalam upaya
pembuktian tindak pidana penganiayaan di PN Sungguminasa?
D. Kijian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah
maupun buku yang berkaitan dengan peranan Visum et revertum akan tetapi tidak
ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun,
8ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan
penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Mun’in Idris Abdullah dan Agung Legowo Tjiptomartono dalam bukunya
Penerapan Ilmu kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan, buku
ini membahas tentang visum et revertum itu sebagai suatu laporan tertulis
dari dokter yang disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada
barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari
pemeriksaan guna kepentingan persidangan.9
2. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi dalam bukunya Panduan Praktis Bila
Menghadapi Perkara Pidana, buku ini khusus membahas permasalahan
mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan. Sedangkan penyusun
membahas secara spesifik mengenai peranan visum dalam proses
pembuktiaan tindak pidana penganiayaan.10
3. Skripsi Ardiansyah, “Peranan visum et revertum dalam pembuktian Perkara
Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar”. Skripsi ini lebih terfokus
terhadap pembahasan pembuktian pada tahap penyelidikan mengenai
adanya unsur persetubuhan atau unsur kekerasan. Sedangkan dalam skripsi
yang saya susun menitikberatkan tentang aturan hukum yang mengatur
9 Mun’in Idris Abdullah dan Agung Legowo Tjiptomartono, Peranan Ilmu Kedokteran
Kehakiman Dalam Proses Penyidikan ( Jakarta: Karya Unipres, 2002), h. 10.
10 Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara
Pidana , h. 58.
9peran visum et repertum dan pandangan islam terhadap peran visum et
repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan.11
4. Skripsi Veronika Rukmana, “Kekuatan Pembuktian Visum ET Revertum
dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Sutrisno, Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan No.19/Pid.B/2013/Pn.Kdr”12. Dalam skripsi
tersebut lebih menitikberatkan kekuatan pembuktian visum et revertum
dalam tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hukum hakim dalam
tindak pidana penganiayaan. Sedangkan dalam skripsi yang saya susun
menitikberatkan tentang aturan hukum yang mengatur peran visum et
repertum dan pelaksanaan peran visum et repertum dalam upaya
pembuktian tindak pidana penganiayaan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah :
a. Mengetahui aturan hukum dan perundang-undangan terhadap peranan visum et
revertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan.
b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peranan visum et revertum dalam
upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan.
11 Skripsi ARDIANSYAH, Peranan Visum Et Revertum Dalam Pembuktian Perkara
Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Uin Alauddin Makassar Tahun 2011.
12 Skripsi VERONIKA RUKMANA, Kekuatan Pembuktian Visum Et Revertum Dalam
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.
179/Pid.B/2013/PN.Kdr.) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Purwokerto, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2014.
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c. Mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap peranan visum et revertum dalam
upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di PN Sungguminasa.
2. Kegunaan  Penelitian
a. Manfaat teoritis
1. Menjadi salah satu panduan dalam penggunaan visum et revertum terhadap
tindak pidana penganiayaan.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak hukum.
3. Diharapakan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk
dijadikan bahan penelitian yang akan datang.
b. Manfaat praktis
1. Bagi masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap
penggunaan visum et revertum dalam  tindak pidana penganiayaandi PN
Sungguminasa.
2. Bagi Instansi terkait
Penelitian ini memberikan pemahaman terkait peran visum et revertum dalam
tindak pidana penganiayaan.
3. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada






1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam
peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-undang kita telah
menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam
KUHP Indonesia dan peraturan perundang- undangan pidana lainya dengan istilah
tindak pidana.
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan
dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.1
Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda,
memberikan terjemahan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana. Menurutnya,
Srafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan
(schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab.
Selain itu, Simons juga merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.
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oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.2
Pompe terhadap istilah strafbaar feit memberikan dua macam definisi, yaitu
definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan.
Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah:
“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu
pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai
normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de
behartiging van het algemeen welzijn.”
Definisi strafbaar feit yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif
menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe
mengatakan strafbaar feit itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang
ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian atau tidak
berbuat atau berbuat pasif).3
Van Hattum berpendapat bahwa istilah strafbaar feit secara eksplisit haruslah
diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ( Cet. 3; Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1997), h. 185.
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana ( Cet. 8, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008 ), h. 59.
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membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu feit terzake van hetwelk een
person strafbaar is.
Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan pidana.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung
didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur
subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku,
unsur- unsur tersebut diantaranya adalah :
a. Niat,
b. Maksud atau tujuan,
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan ( Dolus dan Culpa ),
d. Kemampuan bertanggung jawab.
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan
keadaan-keadaan dimana tindakan- tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur





Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa jika salah satu
unsurnya tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari
tuntutan.
Simons ( Sudarto, 1990 : 41 ), Membagi unsur pidana sebagai berikut :
a. Unsur Objektif, terdiri dari :
1) Pebuatan orang,
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut,
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
b. Unsur Subjektif, terdiri atas :
1) Orang yang mampu bertanggung jawab,
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.
Hal tersebut di atas, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden Marpaung
( 2005 : 9 ), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :
a. Unsur Subjektif
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana
menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan “ ( an  act does not make
a person guilty unless the mind is guilty or actus nonfacit reum nisi mens sit rea )
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahanyang diakibatkanoleh kesengajaan
( opzet ) dan kealpaan ( schuld )
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b. Unsur Objektif
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :
1) Perbuatan manusia :
a. Act, Yaitu perbuatan aktif dan perbuatan posessif,
b. Omissions, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang
membiarkan atau mendiamkan,
2) Akibat ( Result ) perbuatan manusia :
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, hak milik kehormatan dan sebagaiannya.
3) Keadaan-keadaan ( circumstances )
Pada umumnya keadaan- keadaan ini dibedakan antara lain :
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan,
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
3. Unsur -Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:
a. Mampu bertanggungjawab
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan
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hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari
sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.
Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar),
bilamana pada umumnya:
1. Keadaan jiwanya:
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh
bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena
demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya:
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya,
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak,
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Kemampuan
bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke
vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”
(verstandelijke vermogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi
digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogens.
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b. Kesalahan
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah
melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh
hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan selalu
ditujukan pada perbuatan yang tidak patut.
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan
terdiri dari:
1) Kesengajaan (opzet)
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang
dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu
melanggar hukum.
Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang
merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzijn)
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari
pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku
tercapai.
c. Sengaja sadar akan kemungkinan ( Dolus Eventualis, mogelijkeheids bewutzzijn )
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Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul
sebelum/ pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.
Pembagian atau jenis kesengajaan (dolus) dihubungkan dengan sasaran yang
dikehendaki oleh pelaku, yaitu:
1) Dolus determinatus adalah suatu kehendak untuk melakukan tindak pidana
yang menimbulkan suatu akibat oleh sasaran yang telah ditentukan.
2) Dolus alternativus terjadi jika kehendak pelaku adalah matinya A atau B
3) Dolus Generalis terjadi jika X melemparkan bom ke dalam suatu ruangan.
Matinya beberapa orang itulah yag dikehendaki X.
4) Dolus inderectud adalah suatu akibat yang timbul sebenarnya bukan sebagai
kehendak dan tujuan pelaku.
5) Dolus premiditatus adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu.
c. Kealpaan (culpa)
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena
pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-
undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:
1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu
melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan
Pasal 205 KUHP,
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2) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan
itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana,
misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,
360, 361 KUHP.
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian
atau culpa yaitu:
a. Culpa lata yang disadari (alpa)
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh.
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang
berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak
demikian.
d. Tidak ada alasan pemaaf
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan
hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus
pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:
1) Daya paksa relatif;
2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces);
3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira
perintah itu sah.
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Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan
yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus
memenuhi dua syarat:
1) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa
perintah itu datang dari yang berwenang,
2) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup
pembuat sebagai bawahan.
B. Pengertian Visum Et Repertum
Ketika Berbicara mengenai Visum Et Revertum maka hal ini berkaitan erat
dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya
dikenal dengan ilmu kedokteran kehakiman, R. Atang Ranoemiharja menjelaskan
bahwa ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman forensik adalah
ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan
baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain ( perdata ). Tujuan serta
kewajiban ilmu kedokteran adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu
pengetahuan kedokteran.4
Tugas dari ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu aparat hukum ( baik
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkap suatu perkara yang
berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang.5 Dengan
4 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman Forensic Science ( Ed. 2, Bandung:
Tarsito, 1983 ), h. 10.
5 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif  Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran ( Jakarta: Djambatan, 2000 ), h. 26.
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bantuan ilmu kedokteran kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak
diambil oleh badan peradilan menjadi obyebtif berdasarkan apa yang sesungguhnya
terjadi.
Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi
tindak pidana ( di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau
meninggal dunia ) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan
dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah
visum et revertum.
Visum et revertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran
forensik, biasanya dikenal dengan nama “ Visua “. Visua berasal dari bahasa Latin,
bentuk tunggalnya adalah “ Visa “. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa,
kata “ Visum “ atau “ visa “ berarti tanda melihat atau melihat yang artinya
penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan,
disetujui, dan diserahkan,  sedangkan “ Revertum “ berarti melaporkan yang artinya
apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi
visum et revertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.6
Menurut Subekti Tjitrosudibyo visum et revertum ialah suatu surat keterangan
seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya,
misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya,
keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara. Dalam KUHAP
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak ditemukan istilah Visum et Repertum,
tetapi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Visum et Repertum berarti hasil
6 Mun’in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman
Dalam Proses Penyidikan ( Jakarta: Karya Unipres, 2002), h. 10.
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pemeriksaan dokter (di bawah sumpah) tentang pemeriksaan medis seseorang yang
masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan pemeriksaan pengadilan.
Dari pengertian visum et revertum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
visum et revertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan
dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam
hal visum et revertum merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.
Menurut pendapat Tjan Han Tjong, visum et revertum visum et revertum
merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan
sepenuhnya corpus delicti ( tanda bukti ). Seperti diketahui dalam suatu hal perkara
pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa
manusia, maka tubuh si korban merupakan corpus delicti.
Peraturan Menteri Kesehatan No.749 a tahun 1989 menyatakan bahwa rekam
medik adalah dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan dan
pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Pada
kasus kejahatan yang korbannya tidak bisa dijadikan barang bukti, maka untuk
pembuktiannya didasarkan pada data medis. Laporan medis dari pemeriksaan yang
diminta oleh penyidik disebut Visum et Repertum. Laporan medis dari pemeriksaan
yang diminta oleh pasien disebut surat keterangan medis. Dokter dalam tugasnya
harus hati-hati membuat laporan dengan benar dan membuat laporan secara obyektif
yang dapat diperiksa secara ilmiah.
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Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dalam bentuk laporan atau Visum et
Repertum ialah :
1. Permintaan diajukan secara tertulis (tidak boleh lisan) oleh Penyidik.
Permohonan Visum et Repertum harus diserahkan oleh penyidik bersamaan
dengan korban, tersangka dan atau barang bukti kepada dokter ahli
kedokteran. Menyebutkan secara tegas untuk keperluan apa pemeriksaan
dilakukan.
2. Ahli membuat laporan sesuai permintaan penyidik.
3. Laporan dikuatkan sumpah pada waktu ahli menerima jabatan.
C. Bentuk Umum Visum Et Revertum
Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok visum et revertum, maka
ditetapkan ketentuan mengenai susunan visum et revertum sebagai berikut :
1. Pada sudut kiri atas dituliskan “ PRO YUSTISIA “, artinya bahwa isi visum et
revertum hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas tulisan jenis visum et revertum serta nomor visum et revertum
tersebut.
3. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
a. Identitas peminta
b. Identitas surat permintaan visum et revertum
c. Saat penerimaan surat permintaan visum et revertum
d. Identitas dokter pembuatan visum et revertum
e. Identitas korban/ barang bukti yang dimintakan visum et revertum
f. Keterangan kejadian sebagaimana tercantum didalam surat pemintaan visum et
revertum.
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4. Bagian pemberitahuan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa
yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas nama alias yang
dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
6. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa visum et revertum
ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu penerimaan jabatan.
7. Di sebelah  kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta Cap dinas
dokter pemeriksaan.
Dari bagian visum et revertum sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang
merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada
bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat sebyekti dari dokter
pemeriksaan.
D. Fungsi dan Peranan Visum et Revertum
Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di
Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di
Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya.
Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal
180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang
No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
1. Bunyi perumusan Pasal 179 KUHAP adalah “Setiap orang yang diminta
pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya
wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
25
2. Pasal 180 ayat (1) “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya
persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat
meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh
yang berkepentingan”.






Ketentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan
di sidang pengadilan”. Pasal 187 huruf c “Surat keterangan dari seorang ahli yang
memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Esensi dari semua ketentuan tersebut
di atas sepanjang mengenai keterangan seorang ahli ialah Pertama, sekalipun
kesaksian seorang ahli dilakukan di bawah sumpah (Pasal 179 ayat (2) KUHAP),
keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim di dalam
menjatuhkan putusannya (Pasal 183 jo Pasal 186 dan Pasal 187 butir c KUHAP).
Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang “lemah” dilihat dari
pendekatan yuridis maka fungsi Visum et Repertum di dalam sistem peradilan
Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materiil
dari kasus tindak pidana.
Unsur keyakinan Hakim-lah justru yang sangat menentukan kesalahan
terdakwa, sekalipun disebutkan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 183
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KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang hakim di dalam
mengambil putusannya. Kedua esensi tersebut sesungguhnya bermuara pada teori
hukum pembuktian yang dianut di dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu teori
negatif.
E. Visum et Revertum Sebagai Alat Bukti
Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun  yang secara eksplisit memuat
perkataan visum et revertum. Hanya dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada
pasal 1 dinyatakan bahwa visum et revertum adalah suatu keterangan tertulis yang
dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang
diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.
Apabila ditinjau dari ketentuan Staatblad Tahun 1937 Nomor 350 yang
merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi visum et revertum
termaksud alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan
dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi, Visum et revertum merupakan keterangan
tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai
seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keontentikan sebagai alat bukti.
Disamping ketentuan Staatslad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar
hukum kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1)
butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan
bahwa : “ Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas
sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari
seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dari padanya,
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Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari visum et revertum yang
dib erikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP
tersebut telah memberikan kedudukan visum et revertum sebagai suatu alat bukti surat
dalam pemeriksaan perkara pidana.
F. Pengertian tentang Penganiayaan
Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau
penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan
mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuaan yang
sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap
teraniaya.7
Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara
terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadaminta, 1989 : 48),” Penganiayaan
diartikan sebagai perlakuan yang sewenang- wenang ( penindasan, penyiksaan, dan
sebagainya ) dan menyangkut perasaan bathiniah.”
Sementara itu, Menurut R Soesilo ( 1996 : 245 ) mengemukakan pengertian
penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah “ sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit atau luka, serta sengaja
merusak kesehatan orang termaksud tindak pidana penganiayaan”.
Lebih lanjut beliau (1996 : 245 ) menjelaskan bahwa : perasaan tidak enak
misalnya mendorong arang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri
7 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia ( Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 130
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diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya mencubit, memukul,
menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan
pisau dan sebagainya. Sedangkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan
berkeringatan, dibuka jendelanya sehingga orang itu masuk angin.
Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh
orang olain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka
pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang biasa
bermacam- macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan lainya. Penganiayaan
dapat dilakukan dengan berbagai cara yang paling umum adalah memukul dan
menendang.
1. Jenis Jenis Penganiayaan
Dalam KUHP, tindak pidana dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur
dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Dari rumusan
pasal yang ada dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis diantaranya :
a. Penganiayaan Biasa
Penganiayaan diatu dalam pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari
tindak pidana penganiayaan bunyi pasal 351 yaitu :
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau denda paling banyakempat ribu lima ratus rupiah.
2) Jika perbuatan mengbkibatkan luka berat, yng bermasalah diancam  dengan
pidana penjara lima tahun.
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3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
Mengenai luka berat luka berat, dalam pasal 90 KUHP memberikan penjelasan
tentang luka berat sebagai :
a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak akan memberikan harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
b. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau
mata pencaharian
c. Kehilangan salah satu panca indra
d. Mendapat cacat berat.
e. Menderita lumpu
f. Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih
g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan
Selanjutnya untuk ayat ke (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud
dengan penganiayaan, yaitu “ dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi
penganiayaan itu tidak mesti melukai orang tapi membuat orang itu tidak bisa bicara
atau membuat orang lumpuh termaksud dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian
bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika
merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP.
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Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiaya tidaklah dapat dipidana,
kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.
b. Penganiayaan Ringan
Disebut Penganiayaan Ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, yang
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga
ratus ribu rupiah. Hukuman ini dapat ditambah sepertiga bagi pelaku yang
menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya ( Pasal 352
KUHAP Pidana).8
Pasal 352 KUHP berbunyi :
1) Kecuali yang disebutkan dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan,
jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ratus
rupiah. Pidana dapat ditambahkan seperiga bagi orang yang melakukan
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas
diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak
menimbulkan penyakit atau atau halangan untuk menjalankan pekerjaan,
jabatan, atau pencaharian.
c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353, yang berbunyi :
8 H. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , h. 131.
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1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana paling
lama enam tahun.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Dalam hal ini, pasal pada dasarnya mengandung tiga syarat yaitu :
a. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang,
b. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan dengan
pelaksanaan,
c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak
untuk melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari pelaku dalam
keadaan yang tidak tergesah-gesah dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa
dan emosi yang tinggi.
Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksaan
kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa tidak diukur diukur dari
lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian nyata yang
terjadi. Dalam tenggang waktu yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika
waktu singkat, tidak ada kesempatan untuk berfikir-fikir. Dalam tenggang waktu
tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan.
Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat dilihat dari :
1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya,
2. Bila kehendak sudah bulat, ada waktu yang cukup memikirkannya,
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misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut dan alat apa
yang sebaiknya digunakan.
Untuk tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu
melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada tanggang waktu ini, yang tidak
begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang.
Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap periktiwa. Ketiga syarat
tentang perencanaan tersebut, merupakan satu kebetulan yang tidak terpisahkan, yang
salah satu dari ketiga hal tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak akan ada.
d. Penganiayaan berat
Disebut penganiayaan berat apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
untuk melukai orang lain. DalamPasal 354 menyatakan bahwa barang siapa dengan
sengaja melukai badan orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat
dengan penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan
kematikan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh
tahun.9
Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditunjukkan kepada tindakan
melukai orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang
telah digambarkan dalam pasal 90 KUHP.
e. Penganiayaan berat berencana
Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP, yang berbunyi :
1. Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana
9 H. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, h. 131.
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penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibakan kematian, diancam dengan pidana penjara
paling lama belas tahun.
Bila dilihat dari penjelasan yang telah ada tersebut tentang kejahatan yang
berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat
berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat
1) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu
penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk
penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi
secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur
penganiayaan berencana.
G. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka
konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar
tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/
teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan
pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan
pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.
Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum
maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep
dan operasional penelitian. Temuan hasil peneliti yang telah ada sangat membantu
dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptual.
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Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan
mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka
konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah
penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk
menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan
bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban
terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari
proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris),
kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru
yang disebut kerangka konseptual.
Bila aturan undang-undang ini dijalankan dengan baik oleh polisi, Jaksa,
maupun Pengadilan akan terwujud sistem peradilan pidana yang baik, yang tetap





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan
pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara Putusan
PN Sungguminasa Terkait peran visum et revertum terhadap  tindak pidana
penganiayaan. Dalam hal ini metode pendekatan akan
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di PN Sungguminasa, Kab,Gowa.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normative didasarkan
pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Terhadap peranan visum et revertum. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan
tulisan yang berkaitan dengan personalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta
hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum.
C. Sumber Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan
(Library Research) untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, Lazimnya di
dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan
dari bahan pustaka, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary
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data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu proses peradilan di
PN Sungguminasa, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup
dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku
harian dan seterusnya.1
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tiga
jenis, yaitu :
1) Bahan hukum primer adalah Sumber data primer diperoleh dari berbagai
macam peraturan perundang-undangan seperti : Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Serta penelitian langsung di PN Sungguminasa, Sumber data
Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap
telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta
dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
2) Bahan hukum sekunder  adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan
materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau
dekomentasi pada instansi terkait.
3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-
kamus dan ensiklopedia.
1Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Cet. III ; Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia UI-Press, 1986) , h. 11-12.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pada Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang
disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni : peraturan perundang-undangan,
Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penulisan ini, Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara
primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kuantitif. Selanjutnya diajukan secara
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna
mencari kebenaran kualitatif.  Analisa kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat
deskriptif  dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil
wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan,
memorendum dan dokumen resmi, sehingga penulis dapat memberikan penilaian
mengenai Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembiktian Tindak Pidana
Penganiayaan, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang
berkaitan erat dengan penulisan ini.
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G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai
berikut :
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip,
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Aturan Hukum dan Perundang-Undangan Terhadap Peran Visum Et
Revertum Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan
Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, bahwa menurut






Dan pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat
(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 1
Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu
keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di
Indonesia tersebut maka kedudukan visum et repertum kendatipun isinya berupa
1 M. Yahya Harapap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika,
2002), h. 252.
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keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan,
dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan
ahli. Dan jika visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 No. 350
dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli dan keterangan ahli merupakan alat bukti
yang sah dalam pasal 184 KUHAP.
Oleh karena visum et revertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat
dalam berkas perkara, berarti visum et revertum harus pula disebutkan serta
dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.
Meskipun visum et revertum tidak mutlat harus ada, namun dalam tindak
pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan,
pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan visum et revertum. Jika beberapa
orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan
pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas
kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai
dengan visum et revertum.
Menurut pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
1. Perbedaan Visum et Repertum dengan catatan medis lainya
Catatan medis adalah catatan tentang seluruh hasil pemeriksaan medis beserta
tindakan pengobatan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter. Catatan medis
disimpan oleh dokter atau institusi dan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kecuali
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dengan izin dari pasien atau atas kesepakatan sebelumnya misalnya untuk keperluan
asuransi. Catatan medis ini berkaitan dengan rahasia kedokteran dengan sanksi
hukum seperti yang terdapat dalam pasal 322 KUHP.
Sedangkan Visum et Repertum dibuat berdasarkan Undang-Undang yaitu
pasal 120, 179 dan 133 KUHAP dan dokter dilindungi dari ancaman membuka
rahasia jabatan meskipun Visum et Repertum dibuat dan dibuka tanpa izin pasien,
asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan.
2. Ketentuan ketentuan hukum dalam Visum et Repertum
Pasal 133 KUHAP menyebutkan:
a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik
luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan
tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli
kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
Selanjutnya,keberadaan Visum et Repertum tidak hanya diperuntukkan kepada
seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk
kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun
seperti VR Psikiatris. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHAP
yaitu :
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Pasal 120 (1) KUHAP
Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus.
Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, maka pelaku
dapat dikenai pidana. Sebagai perkecualian dapat dibaca dalam Pasal 44 KUHP
sebagai berikut:
1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige
ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak
dipidana.
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan
dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang
terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait,
yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan
nanti muncul dalam bentuk Visum et Repertum Psychiatricum, digunakan untuk
dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik
pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 (1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang
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dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik
yang pejabat Polisi Negara RI.
Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana
yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et
Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan
jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta Visum
et Repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 (2) KUHAP). Sanksi
hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanki pidana :
Pasal 216 KUHP :
Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu,
atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk
mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja
mencegah, menghalang-halangi atau mengga-galkan tindakan guna menjalankan
ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Sebagaimana dari penjelasan tersebut mengenai peranan alat bukti visum et
revertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai
kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan visum et revertum
dalam suatu berkas perkara oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses
penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari
perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke
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persidangan, maka alat bukti surat visum et revertum termaksud alat bukti sah
seperti disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Sub b dan Sub e KUHAP.
B. Pandangan Islam Tentang Alat Bukti Visum Et Revertum
1. Pengertian dan Tujuan alat Bukti
Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan,
karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian dalam acara pidana merupakan
suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah
menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.
Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh
hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan
dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-
permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan dimuka
sidang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah
alat- alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara
dimuka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau
bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara
merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak terdakwa atau
menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan
sebagai dasar memutus suatu perkara.
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Suatu perkara dipengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului
dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau tuntutan tidak berdasarkan bukti maka
perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya tuntutan
karena tidak ada bukti.
Di dalam kitab-kitab fiqih kebanyakan fuqaha menyebutkan dengan alat bukti
dengan Al Bayyinah, Al Hujjah, Al Burhan, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim
diperkara. Sebagaimana disebutkan diatas pengertian bayyinah merupakan suatu
bukti- bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim
yang dimaksudnkan dengan yakni adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada
penyelidikan yang mendalam dan suatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali
datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang sebelumnya.
Tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan
hakim sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar
tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan di muka bumi ini dapat
ditegakkan.
2. Macam- Macam Alat Bukti
Alat bukti terdiri dari beberapa macam di antaranya ada yang disepakati oleh
Muzhab-mazhab dan sebagainya lagi masih diperselisihkan. Sedangkan menurut
Hukum Acara Perdata yang biasa dipergunakan pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama, ada 7 ( Tujuh ) macam alat- alat bukti yang dapat dijadikan bukti
kebenaran dan ketidak benaran suatu dipengadilan, yaitu :
a. Alat bukti surat-surat ( tertulis )
b. Alat bukti saksi
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c. Alat bukti persangkaan
d. Alat bukti pengakuan
e. Alat bukti sumpah
f. Alat bukti pemeriksaan setempat
g. Alat bukti Keterangan ahli
a. Alat bukti surat-surat ( Tertulis )
Alat bukti tertulis yaitu alat bukti yang sah secara hukum, yang ditandai oleh
tanda tangan yang sah, naterai arau ucap (akta otektik) atau akta di bawah tangan.
Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah
jabatan, atau dilakukan dengan sumpah. Seperti, berita acara dan surat lain dalam
bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan
tegas tentang keterangan itu.2
Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud
untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian, ini berarti segala sesuatu yang tidak mumuat tanda
bacaan, atau meskipun memuat tanda- tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung
buah pikiran, tidak termaksud dalam alat bukti tertulis atau surat.
Sedangkan pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP itu sendiri diatur
dalam pasal yakni pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 KUHAP.
2 Ilhami Basri, SISTEM HUKUM INDONESIA Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 66.
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b. Alat bukti saksi
Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat
sendiri, dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ( pasal 1
Angka 27 KUHAP ).3 Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka
sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, dia dengar
dengan telinga sendiri, dia rasakan dengan perasaannya sendiri, dia alami dengan
panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. Dari bunyi pasal
185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni :
1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung
pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangan dalam dua tingkat
yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan.
2) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengan sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai suatu yang sumbernya
diluar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekurangan pembuktian
dengan menggunakan keterangan saksi.
3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui
tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya isi keterangan baru berharga dan
bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan keterangan ia kemungkinan
ia menerangkan tentang sebab-sebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun
3 Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.
27.
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merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.
Syaratnya keterangan saksi agar keterangan itu menjadi sah dan berharga,
sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal
membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti : hal lualitas
pribadi saksi, hal apa yang diterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang
sesuatu yang ia terangkan, syarat sumpah atau janji, dan syarat mengenai adanya
hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi bukti lain.
Syarat- syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka pengadilan,
bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyelidikan.
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan
tersebut di muka pengadilan, namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa
hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas
pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan
memberkasnya dalam berkas tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.
Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan
menurut Sayid Sabid dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu
adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.
Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan
sebenarnya.
Bila dimaksudkan bahwa saksi adalah orang betul- betul sebagai saksi karena
menyaksikan sendiri suatu perkara maka dinilai bahwa kesaksian tersebut adalah
merupakan salah satu bukti dalam hukum pembuktian. Kebanyakan ahli hukum islam
( Fuqaha ) menyamakan kesaksian itudengan bayyinah, apabila saksi disamakan
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dengan bayyinah maka itu berarti pembuktian di muka hakim hanya dikemungkinkan
dengan saksi saja.
Dasar Hukum daripada alat bukti saksi dapat dilihat dalam QS al- Baqarah/ 2:
282.
         
       . . .
Terjemahnya :
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang- orang lelaki diantaramu.
Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lalaki dan dua orang
perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka
seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi- saksi itu enggan ( memberikan
keterangan ) apa bila mereka dipanggil.4. . .
Dalam QS An-Nisaa’/4: 135.
                         
                  
    .. .
Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.5 . . .
Kesaksian hanya wajib ditunaikan jika saksi mampu menunaikannya tanpa
adanya bahaya yang menimpahnya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya,
4 Kementerian Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, h. 37.
5 Kementerian Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, h. 37.
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ataupun keluarganya, berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS al Baqarah/2: 282
sebagai berikut :
 . . .
Terjemahnya :
Janganlah Penulis dan saksi itu mendapat kesulitan.6. . .
Kesimpulan bahwa setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di depan
hakim hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa, harta dan kehormatan.
Karena setiap kesaksian dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki
pengetahuan akan perkara yang ia ketahui secara pasti tentang kebenaran tersebut.
c. Alat bukti persangkaan
Eksistensi saksi dalam persindangan adalah disamping sebagai syarat
pembuktian sekaligus sebagai syarat hukum dimana kesaksian yang diberikan dapat
memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua bela pihak berperkara, dengan
adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian
hukum yang diberikan melalui proses hukum diperadilan sebagai salah satu lembaga
yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai
komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi
dengan sesamanya, sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa
merugikan semuanya.
Persangkaan-persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan
bebas, yaitu terserah kepada kebijaksanaan hakim, seberapa jauh dia akan memberikan
6 Kementerian Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, h. 37.
51
kekuatan bukti kepada persengketaan-persengketaan yang didapat pada pemeriksaan
perkara.
d. Alat bukti pengakuan
Pengakuan atau ikrar yaitu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-
pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang
tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak
lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau diluar
persidangan.
e. Alat bukti sumpah
Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan
pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengikat sifat maha kuasa
Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak
benar akan dihukum oleh-Nya.7
f. Alat bukti pemeriksaan setempat
Pemeriksaan di tempat dilakukan dengan pergi ketempat barang yang menjadi
objek perkara, yang tidak dapat dibawa kepersidangan, misalnya keadaan perkarangan
bangunan. Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu oleh panitera
Dalam melakukan pemeriksaan setempat, panitera menbuat berita acara yang ditanda
tangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan
7 Ilhami Basri, SISTEM HUKUM INDONESIA Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia , h. 66.
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Tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh gabaran yang jelas
tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada
hakekatnya adalah sebagai alat bukti.
g. Alat bukti keterangan ahli
Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang
sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu
pengetahuaannya dalam perkara yang disidangkan sehingga membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti
diatur dalam pasal 186 KUHAP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian,
yaitu :
“ Keteranganh ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang
pengadadilan ( Pasal 186 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana).
Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari
suatu peristiwa yang disengketakan, kecuali dari saksi  juga diperoleh dari keterangan
ahli, yang dalam praktek pengadilan sering juga disebut saksi ahli. Keterangan ahli
adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim
dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.
Jadi dalam hal ini Islam adalah agama yang paling mendukung adanya
pembuktian, untuk mendapatkan hasil yang paling benar untuk mendapatkan pelaku
sebenarnya. Oleh karenanya pembuktian visum et revertum dalam Islam adalam
merupakan hal yang wajar dan boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan
syariat Islam, dan dilakukan oleh sesama jenis misalnya jika korrban laki- laki maka
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yang memeriksa adalah dokter laki-laki dan begitupun sebaliknya jika korbanya
adalah perempuan maka yang harus juga memeriksanya adalah dokter perempuan.
C. Pelaksanaan Peran Visum Et Revertum Dalam Upaya Pembuktian Tindak
Pidana Penganiayaan
Berbicara mengenai visum agak sulit ketika kita membahas mengenai peran
visum itu sendiri apakah dia dominan atau tidak, karena pasti mengacu kepada alat
bukti tidak semata- mata pada visum saja karena itu tidak cukup untuk membuktikan
adanya tindak pidana, sebagai contoh harus ada saksi atau bukti lain, tetapi visum itu
sendiri akan berpengaruh besar atau berperan penting ketika membahas mengenai
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.8
Visum et revertum pada dasarnya adalah merupakan suatu keterangan dokter
tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan
terhadap seseorang yang terluka atau meninggal dunia ( Mayat ) yang diakibatkan oleh
kejahatan ( hukum pidana ). Dari penjelasan mengenai visum et revertum seperti yang
telah di jelaskan awal diatas, maka kita dapat melihat juga pelaksanaan peran visum
itu sendiri seperti apa, dari hasil penelitian kasus ini.
1. Kasus Posisi
Bahwa terdakwa NYALLA Bin MERE bersama-sama dengan DG. SURI
Binti DOTTO dan SUDIRMAN alias FIRMAN (keduanya dilakukan penuntutan
secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wita
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di
8 Iksan, ( Wawancara oleh Muhammad Damis ) Hakim pengadilan Negeri Sungguminasa
(Kamis, 4 Agustus 2016).
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Kp. Lebong, Dsn. Bontoloe, Ds. Lonjoboko, Kec. Parangloe, Kab. Gowa atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang yaitu saksi / korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG. KUSI, yang
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan DG. SURI Binti
DOTTO dan SUDIRMAN alias FIRMAN (keduanya dilakukan penuntutan secara
terpisah) dengan cara dan keadaan, sebagai berikut.
a. Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi/
korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG. KUSI bertemu dengan terdakwa dan
kemudian bertengkar mulut mengenai ayam tetangganya yang telah hilang,
selanjutnya terdakwa memukul saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG.
KUSI dengan kepalan tangannya pada bagian muka dibawa mata kiri dan
selanjutnya terdakwa dengan saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG.
KUSI berkelahi dengan berguling-guling ditanah dan disaat itu terdakwa
membawa senjata tajam berupa sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 45
cm lebar kurang lebih 4 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang
diselipkan dipinggangnya dan hendak dicabutnya sehingga saksi / korban ABD.
AZIS DG. NAKKU Bin KUSI memegangi tangannya lalu terdakwa mengigit
lengan tangan kanan saksi/ korban ABD. AZIS NAKKU Bin KUSI sebanyak
kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian tidak berapa lama datanglah isteri dan anak
terdakwa yaitu DG. SURI dan SUDIRMAN alias FIRMAN yang selanjutnya
DG. SURI ikut mencekik leher saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin
KUSI dan ingin menusukkan atau memarangi saksi/ korban ABD. AZIS DG.
55
NAKKU Bin KUSI dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut,
selanjutnya SUDIRMAN alias FIRMAN juga datang membantu dengan
memukul saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin KUSI dengan
menggunakan kepalan tangan atau tinjunya pada bagian muka dan badan saksi/
korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin KUSI berulang kali yang mana pada
waktu itu saksi/ korban ABD. AZIS DG NAKKU Bin KUSI sudah dalam
keadaan terkapar ditanah dengan telentang karena dicekik dan ditindis oleh DG.
SURI serta SUDIRMAN alias FIRMAN lalu SUDIRMAN alias FIRMAN
mengambil batu dan memukulkannya ke punggung saksi/ korban ABD. AZIS
DG. NAKKU Bin DG. KUSI dimana posisi saksi/ korban ABD. AZIS DG.
NAKKU Bin DG. KUSI tengkurap selanjutnya saksi/ korban ABD. AZIS DG.
NAKKU Bin DG. KUSI berbalik dan SUDIRMAN alias FIRMAN langsung
memukul lagi pada bagian dagu saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin
DG. KUSI sehingga saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG. KUSI
sudah tidak dapat berdiri lagi dikarenakan kesakitan pada dagu, punggung dan
lengannya serta mengeluarkan darah, selanjutnya datanglah saksi MUH. SALEH
DG. SARRO dan melerai kejadian tersebut.9
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Akibat dari perbuatan terdakwa NYALLA Bin MERE bersama-sama dengan
SURI Binti DOTTO dan SUDIRMAN alias FIRMAN (keduanya dilakukan
penuntutan secara terpisah) tersebut saksi/ korban ABD. AZIS DG. NAKKU Bin DG.
KUSI mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum No. 440.2/119/PKM-
PE/VIII/2014 dari Puskesmas Parangloe, tanggal 25 Agustus 2014, yang ditanda
9 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 284/Pid.B/ 2014/ PN. SGM.
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tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. YULIA PITRIANI, dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut:
1. Tanggal pemeriksaan : 19 Agustus 2014,
2. Keadaan umum : Masih hidup,
3. Pemeriksaan luar :
1. Luka robek pada pelipis kiri dibawah mata,
2. Luka robek pada lengan kanan,
3. Luka robek pada bibir,
4. Luka robek pada dagu,
5. Luka hematoma pada pinggang kanan,
6. Luka lecet pada lutut kiri,
7. Luka lecet pada betis kiri,
8. Luka lecet pada siku kanan,
9. Luka lecet pada punggung kaki kiri,
10. Luka lecet pada siku tangan kiri,
11. Luka lecet pada punggung kiri
4. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan
5. Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh
persentuhan benda tumpul, benda bermata (berujung) tajam.
----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan




----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. --------------
ATAU
KETIGA:
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu:---------------------------------------------
Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, ------------------------------------
Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketiga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No.
78 Tahun 1951 : --------------------------------------------------------------------------------
1. Hal-hal yang memberatkan:
a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu ABD. AZIS DG. NAKKU
Bin DG. KUSI mengalami luka / rasa sakit
b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan.
b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya
persidangan.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Menimbang,
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bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak
mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,
Maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini Memperhatikan pasal 351 ayat (1)
KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No.
49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa NYALLA BIN MERE telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NYALLA BIN MERE dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan agar
Terdakwa tetap ditahan.
a. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Satu (1) bilah parang panjang ± 45 cm lebar ± 4 cm berhulu kayu lengkap
dengan sarungnya,
2. Satu (1) buah batu kali sebesar kepalan tinju orang dewasa dirampas untuk
dimusnahkan,
59
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah)10
c. Analisi Yuridis
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
- Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP,
------------------------------------------- ATAU ----------------------------------------
- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.
-------------------------------------------- ATAU ---------------------------------------
- Ketiga : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78
Tahun 1951
Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntu Umum yaitu Dakwaan Subsidaritas.
d. Analisis Penulis
Surat Dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat
dakwaan Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai serjana
hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang
hukum formil tapi juga menggunakan hukum materil seperti unsur- unsur dari
perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.
10 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 284/Pid.B/ 2014/ PN. SGM.
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Dalam Membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi
agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 143 ayat (2)
KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :
1) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :
2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal berapa lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka,
3) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal pidana itu
dilakukan.
Dan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka pada dasarnya menentukan
bahwa batal demi hukum itu harus berisi :
1) Suatu uraian yang cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa,
2) Suatu perbuatan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang
didakwakan kepada para terdakwa
3) Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa .
Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua yakni melanggar
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka penuntut umum
dalam kasus ini berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
penganiayaan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang
turut serta melakukan penganiayaan.
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Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis
berkesimpulan bahwa dri semua alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh
penuntut umum dan keyakinan hakim yaitu dalam menjatuhkan putusan tersebut
diperoleh dari alat bukti keterangan saksi korban dan keterangan saksi serta alat bukti
surat berupa hasil pemeriksaan alat bukti Visum Et Revertum yang menerangkan
bahwa benar korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum et Repertum No.
440.2/119/PKM-PE/VIII/2014 dari Puskesmas Parangloe, tanggal 25 Agustus 2014,
yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. YULIA PITRIANI, alat
bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan
dalam pasal 183 KUHAP dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam melanggar
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP mengenai tindak pidana
penganiayaan dengan unsur-unsur dengan sengaja dan menyebabkan perasaan tidak
enak (Penderitaan) rasa sakit (Pijn) atau luka telah dapat dibuktikan di persidangan.
Sehingga dapat mendukung pembuktian kebenaran bahwa benar telah dilakukannya
penganiayaan.
Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terhadap terdakwa, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat)
bulan 14 hari. Jadi dapat dikatakan dengan adanya alat bukti Visum Et Revertum ini





Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan serta pembahasan serta
pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekuatan pembuktian visum et revertum adalah merupakan alat bukti yang
sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya, jadi kesimpulan/
pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang
belum ada bukti lain yang melemahkannya. Visum et revertum adalah alat
bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh
dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et revertum juga cukup
membantu bagi seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dalam
membuktikan kebenaran dari unsur- unsur dalam tuntutan penuntut umum
begitupun dengan dakwaannya.
2. Islam adalah agama yang paling mendukung adanya pembuktian, untuk
mendapatkan hasil yang paling benar untuk mendapatkan pelaku yang
sebenarnya. Oleh karena itu pembuktian visum et revertum dalam islam
adalah merupakan hal yang wajar dan boleh saja dilakukan selama tidak
bertentangan dengan syariat islam, dan dilakukan oleh sesama jenis misalnya
jika korbannya laki-laki maka yang harus memeriksanya adalah dokter laki-
laki juga dan begitupun sebaliknya jika korbannya adalah perempuan maka
yang memeriksa harus dokter perempuan pula.
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3. Peranan atau kedudukan alat bukti visum et revertum adalah sebagai alat bukti
surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti
yang lain. Dengan melampirkan visum et revertum dalam suatu berkas perkara
oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh
penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan,
maka alat bukti surat visum et revertum termaksud alat bukti sah seperti
disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Sub b dan Sub e KUHAP.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini
adalah  sebagai berikut :
1. Meskipun tidak mutlak harus ada visum et revertum dalam pembuktian dalam
perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka
sebaiknya visum et revertum itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana
karena objeknya adalah tubuh manusia.
2. Visum et revertum dapat memberikan petunjuk mengenai adanya unsur
penganiayaan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana,
dan juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam
tindak pidana penganiayaan.
3. Hasil yang termuat dalam visum et revertum dapat menjadi bukti permulaan
bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainya dalam mengungkap sesuatu
kasus tindak pidana penganiayaan.
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4. Keberadaan visum et revertum penting untuk kelengkapan/ kesempurnaan
berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat dan diserahkan
penyidik kepada penuntut umum.
Bahwa dalam hal visum et revertum tidak sepenuhnya mencantumkan
keterangan mengenai tanda kekerasaan pada diri korban., maka akan dilakukan
upaya/ tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur
tersebut atau unsur ancaman kekerasaan. Tindakan yang dimaksudkan ini seperti
pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi dan korban untuk mendapatkan keterangan
selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda- benda yang dapat menjadi
barang bukti terjadi tindak pidana penganiayaan khusus yang menunjukan terjadinya
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